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BAB I 
 

 

 
A. Latar Belakang 

PENDAHULUAN 

 

Pemberian otonomi daerah merupakan pemberian hak penuh dan keleluasaan dari 

pemerintah pusat kepada daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada 

di daerah secara optimal. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelengaraan pemerintah di daerah, terutama 

dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk 

meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Menurut Hossen (Muluk, 

2009) menambahkan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk 

berprakarsa mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status 

demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Oleh karena itu otonomi daerah 

menjadi titik berat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang secara optimal. 

Meskipun kewajiban dan tanggung jawab otonomi diberikan pada tingkat Kabupaten/Kota, 

namun secara prinsipnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan 

ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pendapatan asli desa dan swadaya 

masyarakat yang sifat maupun jumlahnya tidak dapat diprediksi masih menjadi sumber 

pembangunan desa. 

Desa merupakan basis kekuatan ekonomi, sosial maupun politik yang harus dapat 

perhatian lebih dari pemerintah pusat. Masih banyaknya pembangunan desa yang jauh 

tertinggal daripada daerah perkotaan. Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan 

prasarana, dan tingkat produktifitas pertanian, pendidikan, dan derajat kesehatan, 

memperlihatkan daerah pedesaan lebih rendah dengan daerah perkotaan (adisasmita, 2006). 

Pada saat ini desa ditempatkan oleh pemerintah sebagai subyek penentu pembangunan 

nasional. Ketika adanya ketidakadilan dalam pembangunan di desa maka bisa berdampak 

pada kesenjangan, yang akhirnya memunculkan masalah pada pemerintahan pusat baik 
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masalah ekonomi, sosial, politik maupun berbagai masalah lainnya. Menurut Nurcholis, 

(Pandawa, 2017) Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah orang yang saling 

mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, 

yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai 

mata pencaharian utamanya yaitu bertani dan nelayan. 

Desa merupakan bagian terpenting dari negara Indonesia, maka pembangunan terhadap 

desa harus lebih dikedepankan lagi dalam proses pemerintahan sekarang ini. Seperti halnya 

dengan konsep 9 (sembilan) program Nawa Cita yang salah satu poinnya adalah 

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan”. Dalam hal ini pemerintah pusat mendorong desa agar lebih 

mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tentunya memberikan keleluasaan kepada desa dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desanya itu dengan mempunyai struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang sudah tertera dalam Undang-undang 

tersebut pada Bab 3 penyelengaraan pemerintahan desa bagian kedua kepala desa pasal 26 

ayat 2. Dalam aturan tersebut terkait dengan kewenangan-kewenangan sudah dijelaskan 

secara terperinci. 

Sebelum adanya Undang-Undang desa, sudah ada PP Nomor 72 Tahun 2005 yang juga 

mengatur tentang desa. Akan tetapi dalam hal peraturan ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 merupakan peraturan yang terbaik jika dibandingkan. Dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tersebut mengandung substansi yang sangat berbeda dengan peraturan 

sebelumnya. Perubahan kebijakan tentang desa terlihat jelas dalam peraturan undang- 

undang desa ini. Secara Hubungan Negara dengan Desa misalnya, UU6/2014 otonomi desa 

berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Sedangkan PP72/2015 desa 

menjadi bagian dari struktur pemerintah di atasnya. Desa sebagai penopang pemerintahan 
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terbawah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola pembangunan demi 

kesejahteraan rakyatnya. Dan tentunya dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak 

terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pengawasan, Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai amanat Undang-undang agar dalam proses menjalankan pemerintahan 

kepala desa tidak terjerat oleh hukum. Masyarakat desa juga diharapkan untuk ikut serta 

dalam proses pengawasan dan mengambil peran aktif dalam Musyawarah Desa agar proses 

dan hasil pembangunan bisa efektif dan efisien untuk dipergunakan oleh masyarakat serta 

dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Tata kelola pemerintahan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk BPD, 

sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 pemerintah desa terdiri 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Terkait dengan pembentukan desa, UU 6/2014 

bahwa pembentukan desa diatur berdasarkan jumlah penduduk, pembentukan desa diawali 

dengan desa persiapan satu sampai dengan tiga tahun dan periode masa jabatan kepala desa 

tiga kali berturut-turut. Sedangkan PP 72/2005 pembentukan desa hanya diatur secara 

umum tentang jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, sarana 

dan prasarana pemerintah desa, pembentukan desa di awali dengan desa persiapan selama 

satu sampai dua tahun, periode masa jabatan kepala desa juga dua kali berturut-turut. 

Selanjutnya perbedaan dalam hal penjabat Kepala Desa. Dalam UU 6/2014 penjabat Kepala 

Desa harus dari PNS kabupaten yang Berpengalaman dan memahami tentang tata kelola 

pemerintahan, perangkat desa (sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana 

teknis) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati 

dan jenis peraturan di desa terdiri dari peraturan dan peraturan bersama kepala desa. 

Sedangkan PP 72/2005 menyebutkan penjabat Kepala Desa bisa ditunjuk dari unsur PNS, 
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perangkat desa dan tokoh masyarakat, sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah atas 

nama Bupati dan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa, jenis peraturan desa 

terdiri dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dan 

selanjutnya terkait dengan perbedaan peraturan. UU 6/2014 peraturan desa harus 

berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan desa dimuat dalam 

lembaran desa, sedangkan peraturan kepala desa dimuat dalam berita desa, rencana 

pembangunan jangka menengah dalam waktu enam tahun, rencana kerja pembangunan desa 

satu tahun. PP 72/2005 peraturan desa harus berdasarkan persetujuan BPD dan peraturan 

desa serta peratuan kepala desa dimuat dalam berita daerah, rencana pembangunan jangka 

menengah dalam jangka waktu lima tahun, rencana kerja pembangunan desa satu tahun. 

Pembangunan desa merupakan salah satu persoalan yang menjadi tanggungjawabdesa. 

Keterkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan desa ini tentu saja membutuhkan 

pembiayaan atau sumber-sumber pendapatan desa. Salah satu sumber pendapatan desa ialah 

dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah selanjutnya diterima oleh 

kabupaten/kota. 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat 

dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang 

pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Selanjutnya, anggaran Alokasi Dana Desa 

(ADD) tersebut akan digunakan sebagai penopang program otonomi desa agar dapat 

optimal dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat 

ditingkat pedesaan. Menurut Sahdan 2004:10 dalam (Putra, 2018) Alokasi Dana Desa yang 

kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan 

desa, kewenangan desa mencakup : 

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk 
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susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara. 

 

2. Kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, 

pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh 

pemerintah melalui undang-undang. 

3. Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari 

pemerintah. 

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana 

desa peran masyarakat juga menjadi penting terutama keikutsertaan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksaanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat 

desa. Selanjutnya dalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukan juga adanya keterlibatan 

dan kerjasama yang baik antara aparatur desa, beberapa stakeholders seperti karang taruna, 

tim pengerak PKK, Badan permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan masyarakat. Jika 

hal tersebut bisa berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih 

mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti apa yang diharapkan. 

Alokasi dana desa juga dimaksudkan sebagai bantuan atau dana perangsang untuk 

membaiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam pengantar Buku Pintar Dana Desa yang dibawakan oleh Menteri Keuangan 

Indonesia dikatakan bahwa, Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung 

tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang diutamakan dalam 

pengunaan dana desa yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Todaro, dalam Ritantri (2015) mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses 

multidimensional yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan 

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya 

serangkaian perubahan secara besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap 
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masyarakat dan institusi-institusi nasional. Dalam konteks desa maka pembangunan desa 

dapat dikatakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, penanganan 

ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan di desa. 

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera 

Selatan yang banyak memiliki komoditas unggulan yang didominasi oleh produk tanaman 

pangan misalnya kopi, padi, jagung, ubi kayu, serta buah-buahan. Dengan potensi komoditas 

yang banyak dan beragam ini seharusnya Kabupaten Empat Lawang bisa mengelola, 

memperdayakan serta memanfaatkan hasil buminya untuk memajukan desa serta 

mensejahterahkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan di bidang pertanian. Seperti 

yang disampaikan oleh bapak Gubernur Sumatera Selatan, ia mengatakan : 

“Ketika melihat potensi yang dikembangkan di kabupaten Empat Lawang sangatlah 

cocok yakni disektor pertanian dan perkebunan ini. Saya yakin nantinya Empat 

Lawang bisa menjadi lumbung pangan dengan meningkatkan pendukung 

infrastrukturnya”. (RRI.go.id, 31/07/2022) 

 
Seperti pernyataan bapak Gubernur diatas, Kabupaten ini memang mempunyai potensi 

produk pertanian yang baik untuk kemajuan daerah. Akan tetapi permasalahan di bidang 

pertanian ini masih cenderung mengalami kendala pada infrastruktur dan Sumber daya 

manusia yang dapat mengelola secara baik. Padahal mayoritas masyarakat Empat Lawang 

ini mengandalkan hasil bercocok tanam sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Dengan 

adanya anggaran dana yang diterima oleh desa diharapkan mampu menunjang pembangunan 

di bidang pertanian. Diharapkan juga anggaran yang diterima oleh desa sebagai salah satu 

upaya dalam merealisasikan Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu Menjadikan Kabupaten Empat Lawang yang 

MADANI, melalui peningkatan perekonomian dan Sumber Daya Manusia. 

Desa Talang Baru merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Empat 

Lawang yang merupakan daerah agraris sehingga mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi prioritas bagi pertumbuhan 
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masyarakat ekonomi masyarakat Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang. Pertumbuhan 

sektor pertanian yang relatif besar sebagai penyumbang kebutuhan masyarakat kurang 

didukung oleh beberapa aspek: 

1. Kurangnya industri yang dapat mengelola hasil pertanian 

 

2. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti dengan produk unggulan 

 

3. Tidak optimalnya saluran irigasi 

 

4. Sulitnya akses menuju area pertanian sehingga sering terjadi kendala pada 

pengangkutan hasil pertanian. 

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) aparatur desa dituntut untuk mampu 

mengelola serta melaksanakan program yang dianggarkan ke dalam APBDES secara 

optimal, transparan dan akuntabel. Berdasarkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti 

yang tercantum dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa pasal 5 yang menyatakan bahwa dana tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan potensi lokal (poin c), serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (poin D), pada pasal 7 

ditambahkan alokasi dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung target pembangunan 

sektor unggulan seperti : a) mendukung kedaulatan pangan; b) mendukung kedaulatan 

energi; c) mendukung pembangunan kelautan dan maritim; d) mendukung pariwisata dan 

industri. 

Untuk menyusun program pembangunan desa ini salah satunya perlu menggunakan 

fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Henry Fayol yakni Planning, Organizing, 

Commanding, Coordinating, Controlling. Kemampuan dan komitmen aparatur pemerintah 

desa sebagai pelaksana sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) serta diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan pembangunan 
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pada potensi lokak yang dimiliki oleh Desa Talang Baru terutama di bidang pertanian. 

Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen anggaran Alokasi Dana Desa dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran pada proses pembangunan fisik desa dan 

pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan paparan latar belakang ini, peneliti 

mengangkat masalah tersebut sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian 

studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian studi pada Desa Talang Baru 

Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 

untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang 

Pertanian studi pada Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat 

Lawang. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik, khususnya bagi 

konsentrasi Keuangan Negara. 

2. Manfaat Praktis 

 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk 



 

 

perbaikan di masa mendatang guna meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar 

dapat lebih baik lagi kedepannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran terhadap penelitian di masa mendatang. 
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